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Mcrrirnba"n6 : a.

M*egirrgat ; tr-

B$PSJrr n*trtt*&*}S

bsfowa eetiap p*rusah*an ys'ng berada da:r benrsahe' di

Ha&upat*n Kati*gan tl$tlik t*tap nnelaksanakan

t*r*ffS*t*iew*brrya rr*n*iptakaa hub*:ngen y*r*S cere*i'

**t***g de.sr sesuai d*rrgart lingkurrg*$' eilei msrm&

dan hud*5oa rnaeyar*k*t diterrrp*t rnmlakukan kesiatfln

u*ah* d&$ **kgsi trritrm' pemertntah daeraFl

mnempr;r:yni krwqiibmx *ntuk r*emempkmn prirrsip-

prirl*ip tangg$&Siaqrah' e*sial den lin$ulnSar*

perumeha.*"rl;

bahws. untuk meia-icssnakau ke*eclftre'n seb*'gaime**

dil::a"koeld pada huri"rf, & diatas, perhr ditet*pkan

Fed*rrl*-n FeXaksanaef,I Kegim.tan ?axggunffiie%'eh S$sial

*a:rLingkullgm-nkrt"r*ahasndenganPeraturanBup{i'

Undar*5*Undang Nam:*r $ Tmhl"ra t$S4 *ffilterlg

krirrdtl*triasr tf**U"**" N*gar* Reh:plik lnds$esi&

?ahun 19S4 Ncmor ?J2, T*.rrrhslran tr*nrharen l€egara

Rcgnlbtik tndmeasi frI*nror 327a|;

2. Umdang-Undm.ng N*rrror 41 Tahun 1**S teata*g

Kehutar}cI} {I,e*nh*rasr }teger* Rshl*trik lrrdmn*mia Tahul}

19g* !{*rxror LS?" ?ar*bs.hmn Lesmkrexr l{cgnre *np}}b[ik

indonc*ia h[om*r SS*8h *ebagaimana telah diuh*h

denSfifr t.Irrdexrg*Uad*ng Hanrrcr }9 ta}:urr ?*04 tan&mg

Ferretapa*,[ Fer-gftrrgrt P*mer.j.Elteh F}sraffiamti I.}ndx*g-

{.3ndang isonrrcr 1 Tahun ?so4 t0ntens Perrrb*harr atas

Urrdn*tg-Unda*g ffi*nr*r 41 Tahwr 199S tenta*g

Keh*tgl}an rrr*njadi {^,}ndang*I.}nd*}}g (I,ermhr** }se'gnm

fteprrblil* Irrd*nesie. T*hun ?&S4 Floxnxrr S?' ?*mbahar*

tr'.*rghararrNegaraR*publiklnd*.rregialrl*rn*ra4s1h



3. Undang-LJndaag Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan' Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau'

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Puiang Pisau'

Kabupa'tenMurungRayadanKabupatenBaritoTimur
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OA2

Nornorls,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 4389).

4" Und"ang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

PerkebunanilernbaranNegaraRepubiiklndonesia
tahun 2004 Nomcr 85, Tarnbahan lrmbaran Negara

Republik indonesi Nomor 4ai 1);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionai {Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan

Lentbaran Negara l'lomor aa211;

6"Undang-UndangNomorS2Tahun2oo4tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia I'Iomcr 44371

sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2oo8 tentang Perubahan

Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun ?o04

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran }iegara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2oo7 tentang

Penanaman Modal {kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2*07 Nornor 67, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a72a|;

8. Undang-undang Nomor 4O Tahun 2OA7 tentang Perseroan

Terbatas {I".embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA7 Nomor 106, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4756);

9" Undang-undang Ncmor 32 Tahun Z0ff9 tentang

Ferlindungax dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

il_embara* Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9

Nomar 140, Tambahan l,e mbaran Negara Republik

Indonesia Ncrnor 5068);

10. undang-u*dang Nornor L2 ?ahr.ln 2o11 tentang

kmbentukan Per*tu-ra_n Perundang-undangan Perseroan

Terbatas {l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2}ll Non:or 82, Tambahan l"emba:an Negara Republik

Indonesia Namor 523a);



Meneta"pkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun

2o}3 tenta;.Ig Tanggr-ing Jawatr Sosiat dan Lingkungan

Perusahaan;

12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nom r 11 Tahun

2a06tentangJenisRencanausahadanatauKegiatan
y-ang wqlib dilengkapi dengan AMDAL;

13, Keputusan Menterj Badan usaha Milik Negara Nomor

KEP * 236IMBU/2OO3 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Fragram

Bina Lingkungan-

&IEIUUTUSI{AN

: PERATTIRAI{ BT}PATI I(ATI}IG*X TTilTAIIG PED{oilAil

PELAIGAHAAil I{BGIATAIS TAITG'CI'!$G JAWAS SffiIAI DAI{

I;ITGKTII{GAI{ PtrRUsiAIIAAt{ I}I I(ABI'PATEI{ I(ATIITC*ff

BAB I
IT TEil?UAT{ UKIT'U

Pasal 1

Dalar* Peraturan ini yang dirnaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kati.ngan;
2. Bupati adalah BuPati Katingan;

3. Pera.turan Bupati adatrah Peraturan Bupati Katingan

4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Katingan;
5. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaa"n

adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,

norma, dan budaya masyarakat setempat serta terhadap

Pemerintah Daerah;
6. Perusahaan adalakr perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Katingan'

Tanggung Jawab
merupakan :

Pasel 2
Sosial dan Lingkungan Perusahaan

{1} Suatu yang wqiib dilaksanakan sejak adanya aktifitas
dalam rangka kegiatan usaha terhadap masyarakat dan

lingkuagan;

{2} Komitrnen bagi pelaku usaha datrann rnenjaga

lingkungan secal"a berketranjllta"n dan pengernbangafl

rr:asyarakat sekitar kegiatan usaha, yang berpengaruh

langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan

lingkungan serra perubahan sosial masyarakat sekitar.



Pacal 3

{U Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

diiaksanakan oleh perusahaan yang melakukan :

&. Pemanfaatan dan pengeloiaan sumber daya alam;

b" Kegiatan usaha yang proses produksinya atau

usahanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi

dan sosial rnasyarakat sekitar serta lingkungan

hidup.

{2t Perusahaan berkomitmen
Tanggung Jawab Sosial dan

secara berkelanjutan;

meiaksanakan kegiatan

Lingkungan Perusahaan

Pa$eI 4
Pemanfuatan sumber daya alam dan kegiatan usaha yang

berdampak besar dan penting terhadap lingkungan maupull.

kehidupan sosiai rnasyarakat harus memperhatikan :

a. Terdapat kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada

maryarakat dalam rnemanfaatkan dan mengelola sumber

daya dan lingi<ungan;
b. Memeliliara kelangsungan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hiduP;

c. Feningkatan bagi kesejahteraan dan rnutu hidup;

d" Meminimatisir dampak sosial negatif'

BAB II
TUJT'AlT

Paeel 5

Tanggung Jawab sosial ditujukan untuk mernelihara

lingkungan secara berkesinambungan dan rneningkatkan

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat"

BAB III
PRIHSIP PEITGEI,OLJU${

I(EGIATAI{ TAI{G.GUITG JAWAB SOSIAL

Pasal 6
Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan, Pemerintah Daerah bertugas

sebagai:
a. I\{engatur dan mengernbangkan kebijaksanaan baik

dalam penyediaan, pen-lntukan, pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan;

b. Mengendalikan kegiatan yang berdarnpak sosial;

c. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan

dunia usaha;
d. Mengernbangkan pendanaan bagi upaya pelestarian

fungsi lingkungan hiduP.



P*sel 7

Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab S<lsial dan

LingkunganPerusahaan,PemerintahDaerahberfungsi
sebagai :

a. Fasilitator/mediator yaitu yang menjembatani antara

kepentingan masyarakat dengan perusahaan;

b.Pernberiinformasitentangperencarraanpernbangunan
d.aerah kepada perusahaan, sehingga dapat dijadikan

masukan untuk rnenyLlsun materi dan sasaran kegiatan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

c. Pengatur keseimbangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan pada masyarakat' sehingga

tidak terjadi ketimPangan;
d" Mernfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan

masyarakat sekitar'

Pas&l I
Tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung

Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan antara iain

adalah :

a" Menyerap kepentingan masyarakat sebagai bahan

penlrusunan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan;
b. MenS'usun rencana kegiatan Tanggung Jawab sosial dan

Lingkungan Perusahaan sesuai kebijakan dari masing*

masing perusahaan dan dapat dipadukan dengan

progratn Pemerintah Daerah;
c. MeLakukan sosialisasi rencana kegiatan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

d" Melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab sosial dan

Lingkungan Perusahaan berdasarkan rencana yang

sudah di koordinasikan atau disepakati bersama dengan

Pemerintah, perusahaan dan masyarakat'

Pasal 9
Perusahaan melakukan koordinasi untuk
mensinkronisasikan kegiatan Tanggungiawab sosial dan

Lingkungan Perusahaan dengan kepentingan masyarakat

setempat maupun dengan perencanaan pembangunan

pemerintah daerah, agar tujuan pemanfaatan sumber daya

dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan

Perundang-Undangan.

BAB TV

BIDANG KEGIATAI{

Pasal 1O

Bidang kegiatao Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan

Perusahaan meliPuti antara lain :



a. Kegiatan hina lingkungan;
b. Kemitraan usaha dengan rnasyarakat dan Pemerintah

Daerah;
c" Pelatihan dan pengembangan fasilitas umum;

d. PemberdaYaan MasYarakat'

Pasal 11

1. Kegiatan bina tingkungan sebagaimana pasal 1O huruf

{a}adalahkegiatanuntukperbaikankondisilingkungan,
sarana dan prasarana, kebutuhan sosial masyarakat'

2. Kegiatan kemitraan usaha sebagimana pasal 1o hullf (b)

adalahkegiatanuntukmeningkatkanusaharnasyarakat
{usaha kecitr} menjadi usaha yang mandiri"

BAB V
TI1B KOORDII{ASI I(PSIATAI{

"A!TGGUaGJASIABS0$IALdantlltGKt,lt(iAlrPERUSAITAAI{

Pesal 12

iU Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Kegiatan

Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan Pen:sahaan;

t}j Tirn sebagairnana dimaksud pada ayat tl} akan

ditetapkan dengan Keput'usan Bupati'

Pssal 13

Perusahaan dalarn pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib :

a.MembentukForumTanggungJawabSosialdan
Lingkungansebagaisatuanorganisasipelaksanadan
penan ggungj awab ke giatan lingkup perusahaan ;

h" Menl'usun Standar Operasional Frosedur yang

dituangkan daiarn Surat Keputusan Bersama

Perusahaan.
c. Mengadmi::istrasikan dan melakukan pe:nbukuan

seluruh kegiatan;
d. Menyampaikan laporan s€cara berkala per triwulan

kepada Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab sosial

dan Lingkunga.n Pen:sahaan'

BAB YI
PROSEDUR PELAKSA!{AAT{ KOORDII{ASI

kgel llt
Pr*sedur pelaksanaan kegiatan Tanggung.Iawab S*sial dan

Lingkungan Perusahaan adatrah :

a. Koardinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan

pihak-pihak yang terkait baik dalasr rangka penyusunan

malrpun pelaksanaan kegiatan ?anggung Jawab sosial

dan LingkungaJr Perusahaan ;



b. Disusun sesuai elengan kegiatan yang disarnpaikan oleh

rnasyal"akatkepadaTimKoordinasiKegiatanTanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perr'rsahaan;

c. Tim Koord.inasi Kegiatan Tanggung Jaurab Sosiai dan

LingkungarrPerusahaanrnenganalisaberdasarkanskala
prioritas kebutuhan daerah sekitar kegiatan usaha'

prioritas perusahaan maupun kebutuhan secara ulrrum;

d. Tim Koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab S*sia] dan

Lingkungan Perusahaan metrakukan koordinasi dengan

perusahaan untuk menentrrkan skaia prioritas ;

e.sosiaiisasikemasyarakatuntukpeiaksanaankegiatan.

BAB VII
T'AKTU PELAKSAT{AI{

Pasal 15

Kegiaran Tanggqng Jawab sosial dan Linglungan

Perusahaan dilaksanakan sejak dimuiainya persiapan'

pelaksanaan proyek dan selama kegiatan komersial

perusahaan.

BA3 VIII
PE}IBIAYAAIT

Pasal 16

BiayacperasionatTimKoordinasiKegiatanTanggung
Javvab sosial dan Lingkungan Perusahaan dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pemsahaan merupakan post biaya usaha sesuai

dengankebijakanperusahaan,kecualiBUMNsesuai
dengan Keputusan Menteri BUMN Nornor KEP

236/MBUI2OO3, tentang Program Kernitraan BUMN

dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan;

untuk Perusahaan MIGAS diatur sesuai dengan

Ketentuan Perundan g-undangan yang berlaku'

BAB D(

SOSIJTLISASI KEltrIA"AI{ TAHG{iUilG JAWAB SOSIAL

dar LII{GKUI{GAII PERUSAIIAAI{

Pessl 1?

tii Sosialisasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Femsahaan diiakukan pemsahaan

bcrdase.rkan usrilar: kegiatan yang sudah dianalis oleh

Tim KoorCinasi Kegiatan dan dikoordinasikan bersama

dengai: instansi terkait;

t2) Sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan yang akan memperoleh kegiatan

Tanggung Jau,ab sosial dan Lingkungan Penlsahaan.

t1l

{2}

{3}



BAB X
KBTEIITT}AIT LAIIT.IJUI{

Paeal 18

Komitrrien perusahaan daiarn melaksanakan Kegiatan

Tanggung Jaw-ab sosial dan Lingkungan Perusa-lraan

terpisah dengan kewajiban perusahaan yang timbul karena

terj adinya kecelakaan kerj a yang mengakibatkan kerusakan

lingkungan dan kerusakan Lral'ta benda rnasyarakat"

AAB Iil
I(ETETTTUAI{ PEHUTUP

Pasat L9

Hai-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan ditetapkan dan ditraksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku"

Pesel 2t}
Perature* Bupati ini mulai berlaku pada

diundangken.
t**ggal

Agar setiap orallg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

ditetapkan di Ka*onga*
pada tarrggal S "l{.}iffi ?074

diundangkan di Kasongan
pada tanggal ni . , '; 2014
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